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M Prakata 


Hampir dapat dipastikan setiap orang berkeinginan untuk memiliki 
properti. Entah sungguh-sungguh untuk dimiliki dan ditempati 
atau hanya sekadar investasi. Hal ini mengingat harga jual properti 
setiap tahunnya terus (cenderung) merangkak naik. Tidak heran pada 
akhirnya properti menjadi bidang bisnis tersendiri yang banyak diminati 
masyarakat. 

Sayangnya, tingginya minat masyarakat akan properti tidak 
diikuti dengan pemahaman seluk beluk hukum yang mengatur tentang 
kepemilikan dan peralihan hak kepemilikan atas properti. Tidak heran 
pada akhirnya banyak terjadi permasalahan hukum dalam transaksi jual 
beli properti. 

Dengan maksud guna memberi pemahaman singkat atas risiko- 
risiko hukum yang timbul dalam transaksi jual beli properti, penulis 
mencoba menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan seorang calon 
pembeli ketika akan melakukan transaksi dan bagaimana menghindari 


risiko yang timbul di kemudian hari. 


Sebagai upayamemberi pemahamansingkat,uraian dan pembahasan 
dalam buku ini mungkin tidak mengupas secara detail permasalahan dan 
risiko hukum dalam transaksi (jual beli) properti yang dibahasnya. Untuk 
itu, penulis meminta maaf sebelumnya. Namun demikian, kiranya uraian 
dan pembahasan permasalahan transaksi jual beli properti dalam buku 
ini dapat membantu para pembaca untuk bersikap cermat dan berhati- 


hati ketika melakukan transaksi jual beli properti. 
Tangerang, Februari 2015 


NM. Wahyu Kuncoro, SH 
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Jual Beli dan Peralihan Hak Kepemilikan 


Harus dipahami, bahwasanya dalam suatu transaksi jual beli properti 
ada dua perbuatan hukum yang dilakukan, yakni perbuatan hukum yang 
menyangkut jual beli itu sendiri dan perbuatan hukum pengalihan hak 
kepemilikan barang yang menjadi objek jual beli. 


Secara umum, setiap kegiatan transaksi jual beli tunduk pada 
ketentuan hukum yang diatur dalam Bab V Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata). Di dalam bab V KUH Perdata tersebut 
diatur tentang pengertian jual beli, batasan-batasan jual beli hingga 
tentang kewajiban penjual dan pembeli dalam suatu transaksi jual beli 
yang telah dilakukannya. 

Dalam Pasal 1457 KUHPerdata diuraikan bahwasanya yang 
dimaksud jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang 
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak 
yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Sebagai persetujuan, 


untuk dianggap sah maka persetujuan jual beli tersebut wajib memenuhi 
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empat syarat sahnya persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 
KUHPerdata, yakni: 

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 

3. suatu pokok persoalan tertentu, dan 
4 


suatu sebab yang tidak terlarang. 


Suatu hal yang menarik dalam transaksi (jual beli), bahwasanya secara 
hukum jual beli sudah dianggap terjadi pada saat penjual dan pembeli 
telah sepakat mengenai barang beserta harga jualnya, meskipun barang 
yang disepakati belum diserahkan oleh penjual kepada pembeli atau 
pembeli belum membayar harga jual yang disepakati. Hal ini sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan, Jual beli 
dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang 
itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun 
barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Ini berarti 
bahwasanya dalam suatu transaksi jual beli, dengan adanya kesepakatan 
antara penjual dan pembeli maka kedua belah pihak terikat satu sama 
lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakatinya (asas konsensuil/ 
konsensual). Berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata ini pula, 
penjual atau pembeli tidak dapat mengingkari pelaksanaan apa yang telah 
disepakati bersama. Apabila salah satu pihak berupaya untuk mengingkari 
kesepakatan, pihak yang lain dapat menuntut pihak yang mengingkari 
tersebut untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. 

Setelah terjadinya kesepakatan jual beli, Pasal 1459 KUHPerdata 
menegaskan bahwasanya, “Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah 
kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 
dan 616 KUH Perdata”. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 4 


Adapun isi ketentuan Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdata sebagai 
berikut. 


Pasal 612 KUHPerdata: 
Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh 


dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, 
atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang 
itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus 
diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak 


menerimanya. 


Pasal 613 KUH Perdata: 


Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak 


tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang 
lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum 
penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis 
atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan 
memberikannya. Penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan 


memberikannya bersama endosemen (pengesahan) surat itu. 


Pasal 616 KUH Perdata: 


Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan 
pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan 


I 
I 
I 
I 
|| 
I 
I 
|| 
I 
I 
|| 
I 
I 
|| 
I 
I 
|| 
I 
I 
|| 
I 
I 
I 
1 bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah 
|| 
I 
I 
|| 
I 
I 
|| 
I 
I 
|| 
I 
I 
|| 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
|| 
1 dalam Pasal 620 KUH Perdata. 
I 
|| 
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Pasal 620 KUH Perdata: 


Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 
tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan 
memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat 
keputusan Hakim ke kantor penyimpan hipotek di lingkungan tempat 
barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan 
mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Bersama 
dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan 
otentik yang kedua atau petikan dari akta atau keputusan Hakim, agar 
penyimpan hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta 


bagian dan nomor daftar yang bersangkutan. 


Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal KUHPerdata di atas, didapat 
pemahaman bahwasanya peralihan hak kepemilikan barang dari penjual 
kepada pembeli dibedakan berdasarkan bentuk barang yang menjadi objek 
jual beli. Jika barang objek jual beli termasuk barang bergerak, peralihan 
hak kepemilikan baru akan terjadi bila ada penyerahan barang tersebut 
kepada pembeli. Sementara itu, jika objek jual beli tersebut merupakan 
barang tidak bergerak, hak kepemilikan baru akan beralih bila dinyatakan 
secara tegas dalam suatu akta otentik yang kemudian diikutkan dengan 
balik nama kepemilikan. Adapun mengenai biaya akta dan biaya-biaya 
yang timbul atas penerbitan akta, Pasal 1466 KUHPerdata menegaskan 
bahwasanya biaya akta jual beli dan biaya tambahan lain dipikul 
(ditanggung) oleh pembeli kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya. 


Dalam kegiatan transaksi jual beli, Pasal 1471 KUH Perdata membatasi 
sekaligus menegaskan bahwasanya jual beli atas barang orang lain adalah 


batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut 
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penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa 


barang itu kepunyaan orang lain. Selanjutnya, Pasal 1472 KUHPerdata 


juga menegaskan, jika pada saat penjualan, barang yang dijual telah 


musnah sama sekali, pembelian menjadi batal. Jika yang musnah hanya 


sebagian, pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut 


bagian yang masih ada serta menyuruh menetapkan harganya menurut 


penilaian yang seimbang. 


Oleh karena transaksi jual beli merupakan persetujuan yang mengikat 


antara penjual dan pembeli, secara hukum penjual berkewajiban memenuhi 


ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut. 


IL. 


AS 


Menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan 
menanggungnya dengan memberi 2 (dua) jaminan, penguasaan 
barang yang dijual itu secara aman dan tenteram dan tidak ada cacat 
yang tersembunyi pada barang tersebut. (Pasal 1474 jo. Pasal 1475 Jo. 
Pasal 1491 KUH Perdata). 


Barang harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan 
meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya beserta 
surat bukti milik jika ada. (Pasal 1481 jo. Pasal 1482 jo. Pasal 1483 
KUH Perdata). 

Jika yang diserahkan adalah barang tidak bergerak yang telah 
ditentukan luas atau ukurannya, penjual wajib menyerahkannya 
sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Jika ternyata berkurang 
luas atau ukurannya, penjual harus bersedia menerima pengurangan 
harga. Namun, jika ternyata luas atau ukurannya melebihi yang 
disepakati, pembeli diberi hak untuk membayar kelebihan tersebut 
atau membatalkan transaksi jual beli. (Pasal 1484 jo. Pasal 1485 
KUH Perdata). 
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4.  Bilapembelimembatalkanpembelian,penjualwajibmengembalikan 
harga barang yang dijual (Pasal 1488 KUH Perdata). 


Adapun kewajiban pembeli dalam transaksi jual beli adalah 
membayar harga pembelian (Pasal 1513 jo. Pasal 1514 KUH Perdata). 
Namun demikian, kewajiban pembeli untuk membayar harga 
pembelian dapat ditangguhkan bila dalam menguasai barang yang 
dibelinya terdapat suatu tuntutan hukum dari pihak ketiga. Hal ini 
sebagaimana ditegaskan ketentuan hukum Pasal 1516 KUHPerdata 
yang menyatakan, Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh 
suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk 
memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu 
alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, 
maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai 
penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih 
memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib 
membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan”. 

Sengketa Hukum dalam Jual Beli Properti dan 

Penyelesaiannya 


Layaknya dalam suatu hubungan, dalam hubungan jual beli properti 
cenderung banyak mengundang sengketa bila di antara para pihak 
tidak menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Secara umum 
dapat digambarkan sengketa jual beli properti terjadi karena adanya 
pertentangan yang berawal dari persepsi yang berbeda mengenai hal-hal 
kesepakatan yang tidak dibahas secara rinci di awal kesepakatan. Misal, 
mengenai kesepakatan penyerahan surat kepemilikan, pembayaran 


panjar dan sebagainya. Untuk itu, guna menghindari kesalahpahaman 
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persepsi, sangatlah penting membuat kesepakatan yang jelas dan tegas 
dalam bentuk tertulis. Dengan bentuk kesepakatan yang tertulis terperinci, 
perbedaan persepsi dapat diminimalisir dengan persoalan-persoalan 


hukum yang mungkin akan timbul dapat dihindari. 
Dalam lingkup yang luas, sengketa hukum dalam jual beli properti 


juga dapat terjadi karena regulasi dan kebijakan hukum agraria yang 
cukup rumit. Adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa tumpang 
tindih hak milik tanah ataupun hak atas pengelolaan tanah merupakan 
permasalahan sengketa hukum yang kerap terjadi dalam suatu transaksi 
jual beli tanah dan bangunan. Ini terjadi karena kurang akuratnya data 
tanah atau data tanah keliru yang disebabkan ketidaksesuaian peraturan 
atau belum lengkapnya peraturan hukum agraria yang mengaturnya. 
Dari sekian banyak sengketa hukum di bidang properti, bila 
dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya setidaknya ada 


empat kelompok masalah hukum, yakni: 
a. Pengakuan kepemilikan atas tanah, 
b. Peralihan hak atas tanah, 

c. Pembebanan hak, dan 


d. Penguasaan eks tanah partikelir (tanah cigendom atau hak lama yang 


belum dikonversi). 


Dari empat kelompok masalah hukum tadi, bila dirunut dan 
dikelompokkan secara khusus, didapat beberapa kelompok permasalahan 
khusus sebagai berikut. 

1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau 
pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah 
tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), ataupun 
yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu. 
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Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan 
mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak 
yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia ataupun yang masih dalam proses penetapan batas. 
Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai Status penguasaan di atas tanah tertentu 
yang berasal dari warisan. 

Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai Status penguasaan di atas tanah tertentu 
yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang: 

Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki 
sertifikat hak atas tanah lebih dari satu. 

Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai Suatu bidang tanah tertentu yang telah 
diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti. 

Akta Jual Beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya 
Akta Jual Beli palsu. 

Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai 
kepentingan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang 
diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang 
salah. 


Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, 


nilai kepentingan mengenai letak, batas 
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dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena 
terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya. 

10. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan 
dengan subjek atau objek hak atas tanah atau mengenai prosedur 


penerbitan hak atas tanah tertentu. 


Upaya penyelesaian sengketa yang timbul dalam jual beli properti 
yang paling baik tentunya melalui jalur mediasi dengan harapan ada 
penyelesaian “win win solution” di antara para pihak yang berperkara. 
Upaya mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih 
cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar 
kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang 


memuaskan dan memberikan rasa keadilan. 


Namun sayangnya, upaya mediasi kerap terbentur pada sikap 
yang bersikeras pada persepsi masing-masing pihak sehingga tidak 
membuahkan hasil penyelesaian. Akibatnya tentu dapat dipastikan, 
pihak yang merasa dirugikan harus mengupayakan melalui prosedur yang 
berlaku, baik melalui litigasi (pengadilan) maupun alternatif penyelesaian 
sengketa (Alternative Dispute Resolution ADR). 


Di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan 
gugatan ke pengadilan yang berwenang. Sejak diterbitkannya Peraturan 
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan ini 
dilakukan dengan dua tahap, yaitu mediasi dan pemeriksaan pokok 
perkara. Dalam tahap mediasi, para pihak yang bersengketa diminta 
melakukan perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak 
memiliki kewenangan memutus (mediator). Dalam tahap ini, pengadilan 


menyediakan pilihan kepada para pihak yang bersengketa menggunakan 
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jasa mediator yang tersedia di Pengadilan Negeri atau menggunakan 
jasa mediator di luar pengadilan. Apabila menggunakan jasa mediator 
hakim, para pihak tidak dipungut biaya. Namun, jika menggunakan jasa 
mediator bukan hakim, sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah 
Agung No. 1 Tahun 2008, para pihak yang bersengketa dipungut biaya 
yang ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Kelak 
bila dari mediasi yang dilakukan membuahkan kesepakatan penyelesaian 
perkara. Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui akta perdamaian dan 
atau diikuti dengan pencabutan gugatan. Namun, bila dari mediasi yang 
dilakukan tidak tercapai kesepakatan dan atau mediator menyatakan 
mediasi gagal karena salah satu pihak berperkara ataupun kuasa hukumnya 
telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi, para 
pihak masuk dalam tahap kedua (pemeriksaan pokok perkara). 

Dalam pemeriksaan pokok perkara, para pihak yang bersengketa 
memulainya dengan tahapan pembacaan gugatan sampai dengan 
jawab menjawab. Tahap penentuan dimulai dari pembuktian sampai 
dengan putusan. Adapun tahap pelaksanaan adalah pelaksanaan putusan. 
Setiap tahap tersebut memerlukan waktu relatif lama, mahal, dan prosedur 
yang cukup rumit. 

Terkait alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan, 
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa mengatur enam macam tata cara penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan, yaitu: 

1. Konsultasi, 

2. Negosiasi, 

3. Mediasi, 

4.  Konsiliasi, 

5. Pemberian Pendapat Hukum, dan 
6. Arbitrase. 
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Negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung, 
konsultasi dan pemberian pendapat hukum dapat dilakukan, baik secara 
bersama-sama antara para pihak yang bersengketa dan pihak yang 
memberikan konsultasi atau pendapat hukum, maupun secara sendiri- 
sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan 
atau ahli hukum. Selanjutnya, mediasi dan konsiliasi melibatkan pihak 
ketiga yang berperan dan berfungsi menghubungkan kedua belah pihak 
yang bersengketa dimana di dalam mediasi berfungsi sebagai pihak ketiga 
yang dibatasi hanya sebagai penyambung lidah dari pihak-pihak yang 
sedang bersengketa. 

Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan 
pasal 6 ayat (3) Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah suatu proses kegiatan 
sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak 
menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999. Menurut rumusan dari Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999 tersebut bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak yang 
bersengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang 
atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator sebagai pihak 
ketiga, baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen 
yang sifatnya netral atau tidak memihak dan berfungsi sebagai mediator 
dan berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada 


kehendak dan kemauan para pihak. 


Kelebihan dari penyelesaian secara mediasi terutama dari segi biaya 
tidak mahal, jangka waktu tidak lama, dan prosesnya tidak berbelit-belit. 
Adapun kelemahannya adalah apa yang sudah disepakati para pihak yang 
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bersengketa dalam mediasi ternyata kemudian dilanggar oleh salah satu 
pihak. Jika para pihak tidak menemukan kesepakatan dalam mediasi, 
pengadilan merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh. Dengan 
demikian, putusan hakim sebagai Ultimum remedium (jalan terakhir) 


dalam sengketa pertanahan. 


Khusus untuk penyelesaian sengketa di bidang pertanahan, Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) sebagai badan tunggal yang mengurus 
mengenai masalah pertanahan di Indonesia, memiliki fungsi sebagai 
lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 3 huruf (n) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 
Pertanahan Nasional yang menegaskan, “Badan Pertanahan Nasional 
memiliki fungsi pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan 


konflik di bidang pertanahan". 
Kedudukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga 


alternatif penyelesaian sengketa di bidang pertanahan diuraikan secara 
teknis dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI No. 11 Tahun 
2009 tentang Kebijakan dan Strategi Kepala BPN RI Menangani dan 
Menyelesaikan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, dimana sistem 
penanganan masalah Pertanahan berpedoman kepada Keputusan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional No.34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Sayangnya, dalam 
banyak hal mediasi di kantor Badan Pertanahan Nasional yang pernah 
diikuti oleh penulis, kebanyakan pegawai Badan Pertanahan Nasional 
yang ditunjuk sebagai mediator lebih banyak mengarahkan penyelesaian 


ya 
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melalui lembaga peradilan. 
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